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[z

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan perkara antara;

PENGGUGAT, NIK. 3524-15601990004, lahir di Lamongan pada tanggal 16
Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman Dusun Kedungpoh, RT. 004 RW.

002, Desa Banggle, Kecamatan Sukorame, Kabupaten

Lamongan, domisili elektronik yenigool05@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Lamongan pada tanggal 21 April 1983, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di

Dusun Krete, RT. 018 RW. 011, Desa Kreteranggon, Kecamatan

Sambeng, XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor
2352/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 13 Nopember 2024, telah mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 26 April 2018, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA
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XXXXXXXXK XXXXKXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:
0051/27/1V/2018, tanggal 26 April 2018;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan, dan status
Tergugat adalah Duda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXX
XXXXXXX, Kecamatan Sukorame, XXXXXXXXX XXXXXXxX selama kurang 2
tahun, kemudian pindah tempat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Xxxxx
XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXX XHXXXXXXXXXKK,  XXXXXKKKK XKXKKXX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXX;

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan (Bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cembruru secara
berlebihan kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak menjalin
hubungan spesial dengan pria idaman lain manapun;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan
Oktober tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman
orangtua Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di
XXX XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXXX,  XXXX  XXXXXKK,  XXXXXXXKK  XXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, sehingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1
bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan
batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan

mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan penasehatan
terhadap Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya pada
persidangan tanggal 20 Nopember 2024 Penggugat menyatakan kehendaknya
untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selengkapnya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah
dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara
para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara
hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat
bertempat tinggal Desa Banggle, Kecamatan Sukorame, XXXXXXXXX XXXXXXXX
yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini
termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan upaya damai
oleh Hakim dengan penasehatan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 20 Nopember 2024 Penggugat
menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2352/Pdt.G/2024/PA.Lmg;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan
oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai
ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan
272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat,
dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka
Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan
untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang
bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan
sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya
akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
2352/Pdt.G/2024/PA.Lmg, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Hj.
Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.l., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj.
Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. 1zzatun Tiyas Rohmatin, S.H.l., S.H., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,
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Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNB :
- P Rp 30.000,00
end
aftar
an

- P Rp 20.000,00
ang

gilan
- R : Rp 10.000,00

edak

Si
- P Rp 10.000,00

enca
buta

n
Biaya Proses/ATK © Rp 100.000,00
Biaya ¢ Rp 20.000,00

Peman

ggilan
Biaya : Rp 10.000,00

Materai
Jumlah : Rp 200.000,00
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